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ABSTRACT 

 

This research is conducted in the background by the phenomenon which shows the 

completion of the administrative sanction removal file is not in accordance with the financial 

principles, and this study aims to find out how the application of financial principles in the 

completion of the elimination of administrative sanctions in the Regional Office of 

Directorate General of Taxes of South Sumatra and the islands of Bangka Belitung. This 

research uses Smith theory with Equality indicator (Equation), cetainty (certainty), 

convenience (convenience), economy (economy). This research uses qualitative method with 

descriptive technique, this research only describes the problems studied in the form of words 

and analyzed well so that in the end will give a good and valid conclusion to the existing 

phenomenon in the field. Sources of data obtained from the primary data and secondary data, 

data collection techniques include interviews, observation and document review. The results 

showed that the application of financial principles in the elimination of tax administration 

sanctions have been applied and can be concluded that the implementation of the completion 

of the elimination of administrative sanctions in the Regional Office of Directorate General 

of Taxes of South Sumatra and the islands of Bangka Belitung has been implemented in 

accordance with applicable legislation, with Regulation of the Minister of Finance No. 8 / 

PMK.03 / 2013. 

Keywords: Principles, Finance, Taxes, Sanctions, Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ABSTRAK 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya dugaan asas pajak belum diterapkan atau 

petugas maupun wajib pajak mengalami hambatan dalam penerapannya, dan penelitian ini 

bertujuan mengetahui bagaimana penerapan asas pajak dalam penyelesaian penghapusan 

sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan 

kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan teori Smith dengan indikator 

Equality (Persamaan), cetainty (kepastian), convenience (kenyamanan), economy (ekonomi). 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif, penelitian ini hanya 

menggambarkan masalah yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan dianalisis secara baik 

sehingga pada akhirnya akan memberikan suatu kesimpulan yang baik dan valid terhadap 

fenomena yang ada dilapangan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, 

teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pajak dalam penghapusan sanksi administrasi 

pajak sudah diterapkan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelesaian 

penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera 

Selatan dan kepulauan Bangka Belitung telah di laksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

8/ PMK.03/2013. 

Kata Kunci: Asas, Pajak, Penghapusan, Sanksi, Administrasi. 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang 

 

Menteri Keuangan Republik Indonesia membentuk Kantor Wilayah Modern Sumatera 

Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral 

Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan 

Bangka Belitung merupakan salah satu diantara 20 (dua puluh) Kantor Wilayah yang telah 

dimodernisasi di Indonesia dan ketiga di pulau Sumatera setelah Kantor Wilayah Direktorat 

Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak 

Sumatera Utara. 

          Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka 

Belitung memiliki wilayah kerja meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu Sumatera Selatan dan 

Kepulauan Bangka Belitung, kedua provinsi tersebut dipisahkan oleh Selat Bangka. Ibu Kota 

Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang dan Ibu Kota Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung berada di Kota Pangkal Pinang. 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri 

Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 

Pajak. Berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, 

serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah berapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), perlu menetapkan 



 
 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 

Pajak. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, Direktur Jendral Pajak 

dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus 

menerbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan 

penghapusan sanksi administrasi. Munculnya sanksi administrasi pada sistem perpajakan 

karena dalam sistem self assesment yang dianut Indonesia, setiap wajib pajak yang telah 

memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak, setelah terdaftar, Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya, 

membayarkannya di bank atau kantor pos dan melaporkannya (menyampaikan Surat 

Pemberitahuan/SPT) di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.  

Wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT-

nya, dikenai sanksi administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP, dari 

sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan artinya, jika kewajiban 

perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi 

hukum tersebut adalah berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. 

Hakikatnya pengenaan sanksi administrasi perpajakan diberlakukan untuk 

menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma dan penting 

bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi 

hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 pada bab 1 pasal 1 poin ke 2 

(dua) berisi tentang Surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi adalah surat keputusan 



 
 

yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak yang berisi mengenai pengurangan sanksi 

administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, 

atau penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib 

pajak. Lebih jelasnya pada Bab II dijelaskan bahwa Direktur Jendral Pajak berdasarkan 

permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 

bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau 

bukan karena kesalahannya. 

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum 

dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu satu 

permohonan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, kecuali permohonan 

tersebut diajukan untuk surat tagihan pajak berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sepanjang terkait dengan surat 

ketetapan pajak yang sama, maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat 

Tagihan Pajak.  

Permohonan harus diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia kemudian wajib pajak 

mengemukakan jumlah sanksi administr asi menurut wajib pajak dengan disertai alasan 

didalam surat pengajuan pemohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 

kemudian permohonan pengurangan atau pengahapusan sanksi administrasi tersebut 

disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat wajib pajak terdaftar, surat 

permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, apabila dalam hal surat permohonan di tanda 

tangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat 

kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP. 

Permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali. 



 
 

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alenia ke 4 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintah negara yang 

menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintah 

negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang 

perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. 

Sebagai suatu negara yang berkedaualatan rakyat, berdasarkan hukum, 

menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan 

negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja 

negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata 

uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai 

dengan amanat pasal 23C diatur dengan undang-undang. 

    Pada Ilmu keuangan negara dikenal Asas-asas pajak yang terdiri dari beberapa 

dimensi, mengetahui lebih jelas mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak baik dari 

segi peraturan maupun teknis administrasinya dan kesesuaian berdasarkan asas-asas pajak, 

peneliti melakukan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan 

dan Kepulauan Bangka Belitung, berikut ini adalah jumlah berkas pengajuan pengurangan 

sanksi administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 

 



 
 

Tabel 1.1 Jumlah Berkas Pengajuan Penghapusan Sanksi Administrasi Kantor Wilayah 

Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015 

Berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak 

Kantor 

Pelayanan 

 Pajak 

Jumlah Berkas  

Tahun 2013 

Jumlah Berkas  

Tahun 2014 

Jumlah Berkas 

Tahun 2015 

 Berkas Selesai Tidak Persentase Berkas Selesai Tidak Persentase Berkas Selesai Tidak Persentase 

Pratama 

Palembang 

Ilir Timur 

72 71 1 1,39 176 158 18 10,23 398 189 209 52,51 

Pratama 

Baturaja 

96 69 27 28,13 42 28 14 33,33 153 93 60 39,22 

Pratama 

Lubuk 

Linggau 

18 18 0 0 26 0 26 100 63 63 0 0 

Pratama 

Pangkal 

Pinang 

20 9 11 55 22 22 0 0 109 54 55 50,46 

Pratama 

Tanjung 

Pandan 

94 26 68 72,34 6 5 1 16,67 72 37 35 48,61 

Pratama 

Palembang 

Seberang 

Ulu 

13 13 0 0 13 6 7 53,85 39 25 14 35,90 

Pratama 

Palembang 

Ilir Barat 

38 38 0 0 304 228 76 25,00 588 416 172 29,25 

Madya 

Palembang 

250 180 70 28,00 383 294 89 23,24 748 456 292 60,96 

Pratama 

Lahat 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 1 9,09 

Pratama 

Kayu 

Agung 

15 8 7 46,67 2 2 0 0 5 1 4 80,00 

Pratama 

Prabumulih 

40 29 11 27,50 52 51 1 1,92 125 57 68 54,40 

Pratama 

Sekayu 

6 6 0 0 7 7 0 0 97 89 8 8,25 

Pratama 

Bangka 

3 3 0 0 45 39 6 13,33 60 35 25 41,67 

Total 665 470 195 29,32 1078 840 238 22,08 2468 1529 943 38,21 

Sumber: Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan DJP kanwil Sumsel dan Kep. Babel 

 



 
 

           Tabel 1.1 menunjukkan ruang lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat 

Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, data pada tabel 

menunjukkan banyaknya berkas yang masuk, jumlah berkas yang tidak selesai dan persentase 

berkas yang tidak selesai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan 

dan Kepulauan Bangka Belitung. Diduga asas pajak belum diterapkan atau petugas maupun 

wajib pajak mengalami hambatan dalam penerapannya. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

 Perumusan masalah merupakan pernyataan mengenai permasalahan apa saja yang 

akan diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Berdasarkan latar belakang, maka dapat 

dikemukakan perumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

Bagaimana penerapan asas pajak dalam  penyelesaian penghapusan sanksi 

administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan 

Bangka Belitung? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan asas 

pajak dalam penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak 

Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Manfaat Teoretis 

 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah 

pengetahuan sebagai bahan pengembangan teoretis bagi ilmu pengetahuan pada Ilmu 

Admnistrasi Negara khususnya mengenai penerapan asas pajak. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran 

mengenai Penerapan asas pajak dalam penyelesaian penghapusan sanksi administrasi di 

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 

khususnya pegawai yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan kinerja agar penerapan 

asas pajak dimasa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 
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